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ABSTRAK

Penelitian 1ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan
pembangunan berbasis riset (evidence-based policy) melalui pembentukan
Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Namun, ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembentukan
kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah ‘“dapat diintegrasikan”
dengan perangkat daerah lain menimbulkan multitafsir mengenai bentuk
kelembagaannya. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, fungsi
penelitian masih berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) sehingga Badan Riset
dan Inovasi Daerah belum terbentuk secara mandiri. Rumusan masalah
yang diteliti adalah bagaimana tinjauan yuridis pembentukan kelembagaan
Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset
dan Inovasi Nasional dan bagaimana analisis pembentukan kelembagaan
Badan Riset dan Inovasi Daerah di Pemda Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari
perspektif Sivasah Shar tyyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen resmi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dianalisis dengan
teori kelembagaan, teori kewenangan, dan konsep Siyasah Shar iyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dapat diintegrasikan”
dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan
Inovasi Nasional menimbulkan ketidakjelasan norma $ehingga Badan Riset
dan Inovasi Daerah di Pemerintah Daerah® Kabupaten Sidoarjo belum
terbentuk secara imandiri., Kondisi ini menyebabkan fungsi riset daerah
belum optimal. Dalam perspektif Siya@sah Shar’iyyah, kondisi tersebut
menunjukkan belum terwujudnya prinsip keadilan (a/- ‘adl), kemaslahatan
(maslahah al-‘ammah), musyawarah (shiird), dan tanggung jawab (al-
mas ‘uliyyah).

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan penataan
kelembagaan melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah secara
mandiri atau integrasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset,
dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sesuai peraturan perundang-undangan.
DPRD juga perlu memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi guna
mendorong harmonisasi regulasi daerah agar penguatan kelembagaan riset
dapat mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan
kemaslahatan publik.
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